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PER.!ANJ!AftI KER.'A SAMA

AIUTARA

DIIUAS PEI{G E&I DA!.iAN PERI DU DIJ K, KELI'ARGA BERENCAro&
KEPENDIIDUKAN DAN PEIUCATATAI\I $PIL

PROVINSI SIJMATERA BARAT

DENGAT{

Bnm0 ADMITISTFIAS| PENG,{DAAIY DAN PEruG ELOI*AB{ BARAIIJG MXLIIq DAERAFT
PnourusI sUMATERA BARAT

N0MOR: "1?3 / lo1
NOMOR: oso l s^g

TEIUTANG

PEMAN FAATAN hIOMOR I NDU K KEPENDIJDU ffAIU, DATA KEPEN DU D [' KAN
?lld_l(ARru TANDA pENDt DUK ETEKTRONIK DArAtvi LAyANAN r.rhtGt{t p rucAsBIRCI AD&iIII{ISTRAS! PENGADAAN DAN PENGEI.OIAAN ddNG Mlilill bAE-RAH

PROVIflSI SUMATERA BARAT

Fada hari ini $enin tanggal dua puluh lirna Eulan Juni tahun dua rlbu delapan belas yangbertanda tangan dibawahlnl: 
,

1. Nama : !{. trUovrial, S.E., M.A_, A*ft,Atamat : JL Rasuna $aid rvo. al Fiorns
Jabatan : Kepala Dlnas Pengendalian -Penduduk, 

Keluarga Berencana, Kependudukandan pencatatan $ipil Frovinsi Sumatera 6"rutdalam ha! !n! bertindak unttlk dan atas nama olnas fengendalian penduduk, Keluarga
f,::-,1.i#,?^t-flE8i+f,unrn 

ain pJnrataran sipir p,ouirsi ffiffi;ffiu,r-,,yrrg seianjutnya

2. Nama : Wardarusmen, S.8., M.M.Alarnat : _!t. Jenderal Sudirman lrrlo. Sl padang
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pengada"an dan pengetrotaan Barang Millk Daerahprovinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untult oan iiis_nama Biro Administrasi pengadaan dan F&n etotraantsarang Mirik Daerah provinsi srruGn, Barat yurg r;i;;rumya oiseoit prunm KEMrA

PIltdtK KE$ATU dan flFIAK KEDUA_ yang seranjutnya secara bersama-sama dlsebutPARA plFlAK, terlebih dahulu *.r"rrrgkan sebagai berikut:
1' bahwa PIFIAK KEsATl, adalah unsur pelalrsana Pemerintah provinsisumatera Barat dibidang

ffil'f,i?j$1l*,ou* 
p'n*'t'i* lpir vrre ;;'d;ei;ns ir*ro kepada Gubernur provins'i

2' bahwa PiFEAffi ffiEBUA-adaJah unsur pelaksana Femerlntah provinsisumatera Barat dihidang
flfl3fiiffifi,*ei,#_l:,Sffifi,tflffi:f_:;t,.x:i',llli,Jii,s", pembantuan y,ns berranssuns

tl tw1



3. bahwa untuk menlndaklanjuti lzin Gubernur Sunnatera Barat Nornor

A71/LOOL/DPPKBKP5.5/X[/2OL7 Tanggal 15 Desember 2OL7 tentang Pemanfaatan NlK,

KTp.et dan data Kependudu[Gn atas Surat Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan

Pengetrolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat Nornar A2O/904/BAP2BMD'
\-P/aOL7 Tanggal 22 Novernber 2OL7 perihal Peimohonan lzin ilak Akses dan Pemanfaatan
N!K, Data Kependudukan & KTP-el.

dengan memperhatikan tretentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

3.. [.Jndang-1,.!ndang l{omor 23 Tahun 2006 tentang Admlnistrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republil< lndonesia Tahun 2006 i{omor L2L,Tambahan !-embaran Nlegara Republlk
lndonesia Nomor 4674), sebagainnana telah dluhah dengan Undang!-Undang t{omor 24
Tahun 20t3 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20X.3 l{ornar 232, Tambahan
l-embaran Negara Republik lndonesia lrlomor 5,475];

2. Feraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pe[aksanaan Undang-Undang l{omor
23 Tahurn 20OG tentang Administrasi'Kependudukan (l-embaran Ntregara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 htromor 80, Tambahan Lembaran Negara Republll< lndonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah dlubah dengan Feraturan Femerlntah Nomor 3.02 Talrun 2OL2
(l-embaran Negara Repulrlik lndonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tarnbahan Lemharan
IVegara Republik lndonesia Nomor 5373);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor lnduk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor LL2 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nom or 257);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 20X.5 tentang Persyaratan, Ruang
Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Alcses serta Pemanfaatan filomor Induk
Kependudukan (N!K), Data Kependuderkan dan Kartu Tanda Penduduk Etektronik;

5. Peraturan Gulrernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2OL7 tentang Pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;

PARA PIF$AK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Femanfaatan Nornor lndulr
Kependudukan, Data Kepeneludukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalarn l-ayanan
Lingkup Tugas Biro A{rilinistrasi Pengaclaan dan PenEielolaan Bararag Milik Daenah provins!
$un'latera Bdrat, dengan ketefltuan sebagai berlkuL

Fasal I
aksud dan Tujuan

ys$rg.g?l- tyiyun Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran
PARA P!F!AF( dalam pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Dita Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik.

pasal 2
Ruang !-ingkup

Ruang lingkup perjanjian Kerja sarna ini meriputi pemanfaatan :

l. Nomor tnduk Kependudukan (NlK);
b. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTp-et).

Pasa! 3
Feilnanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data l{ependudukan dan

Kartu Tanda penduduk Elektronik

Femanfaatan NIK, Data Kependudukan eian KTP-eldaiam rangka mengefektifkan:
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b. m'rendapatkan bimbingan teknis
Kependudukan, dan KTp+l serta
PIFIAK KEDUA"

dan pendarnpingan teknis pemanfaatan NlK, Data
penggunaen perangkat perirbaca KTp-el, atas biaya

Pasal 6
Jamgka Waktu

::11"J:1.'.-{!,ju Sama ini rmulai herlakusejak clltandatanganinya perjanjian Ker.g'a Sama ini olehPARA P![{AK sarnpa! dengan tanggal 25 iuni zOzz oir-Japat diperpanjang atas persetujuan
PARA PIHAK.

Berakhrmya *ffiffii,l, Kerja sarma

Perjanjlan Kerja Sama berakhir apabila:

a. jangka waktu Ferjanjian Kerja Sarna telah selesai; ataub' atas kesepakatan PARA PIHAK untuk *unJu*i- tn"rlasama sebelum jangka waktuPerjanjian Kerja Sarna berakhir.

Fasal g
Keadaam Memaksa {Foree Majeure}

(r) 
fpa,nig terjadi hal-hal di luar kekuasaan eARA pr!-0AK atau keadaan memaksa, dapatdirakukan perubahan peraksanaan perjanjiinK;rj; i;;;trr;;;u*i. i;ni*a HHAK.(2) Keadaan memaksa sebagaimana 

.oimalero 6ioa i yat (!i, aoa-larr aoanya kebijakanpemerintah yang mengakibatkan tidak dapat oiranJu$tannya petaksanaan perjanjian Keljasama inidan apabira terjacri har-har di ruar kekuasaan PARA prFrAtL

Fasal g
Pemyelesaian Fersellsihan

(3.) Apabila dikemudtan hari tirnbut
pelaksanaan Ferjanjidn Kerja Sama
musyawarah Llntuk mufakat-

permasdlahan datam perlredaan penafslran danini antara PARA pt!{AK akan dlseieiaitan seeara

(2) Dalam hal musyawarah dan mufaka_t sebagaimana dimaksud pada ayat (3.) tidak tercapai,maka akan diseiesaikan tuuuri o*grn keteituan e*#ffi ;;ffi ; r,dfi dangan.

r,*,#lll'#*oo**
(L) PIFIAK KEDI'A berkewajiban membuat laporan taerkala pemanfaatan NIK, DataKepenctudukan dan t{Tp_ei per semest*r-or'il-tiri ,rtrL sernesten pertama dan bulanDesernber untuk semester'keJua repau, pkmpr"NEsATU dengan ternbusan DirekturJenderar Kependudukan dan pencatatan Sipirdan Gubernur.(2) PIFIAK KE5ATU melakukan evalua-s! pemantaatan-*,n, ,ro, Kependudukan dan KTF-el$ecara berkara atas raporan prgir,r mrpun-ieffiI;;;r, dimarcud pada ayat (J.).(3) 

If T",f,Tffi-ffi?,l: 
*, m era ku ka n .,u I u,,i p*,;;;;;;;ffi ;:;ilffi J, o, *, n da n KrF-

(4) Hasil evaluasi sebagaimana o'ru11y!,o.rgl qvat (2) dirapofl<an kepada Gubernur crengantembusan Menteri Dalam ruegeri metilrr p""xtri frriurrl Kependudukan etan pencatatan
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(1)

(2)

(3)

Pasal 5.L
Lain-Lain

Dalarn hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Ferjanjian Keria
Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHM.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat '(J.) dltuangkan dalam Adendum yan8
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini akan disusun dalam Pelunjuk Tenis.

Pasal 12
penutup

Demikian Perjanjian Kerja $ama ini dihuat dalam rangkap 2 (dua), masing-maslng dibubutri
materai cukup dan mennpunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani FARA
PIHAK.

PIHAK KESAru8

A4'/
H. flovrEa!, S.E , MA, AI{t

NrP. 1966tt 05 199@3 1 005

5

M.M.
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